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Kepatuhan terhadap kontrak berlandaskan pada prinsip bahwa para pihak harus mematuhi 

ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang disepakati.
2
 Hal tersebut mencerminkan keadilan alam 

karena mengikat seseorang untuk mematuhi janjinya dan melindungi kepentingan orang yang 

menerima janji. Hugo de Groot mencarai dasar konsesus itu dalam Hukum Kodrat dengan 

mengatakan bahwa ‘janji itu mengikat’ (pacta sun servanda) dan ‘kita harus memenuhi janji 

kita’ (promissorum implendorum obligati). Menepati janji adalah suatu prinsip yang sangat 

penting dalam hukum alam.
3
 

Asas pacta sunt servanda ini timbul dari anggapan bahwa kontrak secara alamiah dan 

sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah sifat 

kesederhanaan bahwa seorang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, yang 

berarti bahwa orang-orang ini harus saling mempercayai, yang pada gilirannya akan memberikan 

kejujuran dan kesetiaan (janji itu mengikat). Alasan kedua adalah setiap individu memiliki hak, 

di mana yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan. Apabila seorang individu 

memiliki hak untuk melepaskan miliknya, maka tidak ada alasan mengapa dia harus dicegah 

untuk melepaskan haknya yang kurang penting seperti melalui kontrak.
4
 

Asas pacta sunt servanda ini diakui universal dan telah dikembangkan oleh pengadilan dan 

diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk sistem-sistem yang 

berdasarkan hukum Romawi, Kode Napoleon dan sistem civil law di negara Eropa lainnya 
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maupun Anglo Saxon Common Law dan Shariah Islam.
5
 Aturan pacta sunt servanda adalah 

dasar dari setiap hubungan kontraktual.
6
 

Dalam zaman modern ini, asas tersebut masih merupakan jantung untuk menjamin 

kepstian hukum dan stabilitas. Menurut Schmithoff, dalam kebanyakan sistem hukum para pihak 

yang berkontrak diberi otonomi yang luas dalam membuat kontrak dengan persyaratan-

persyaratan yang dapat mereka terima dan pilihan hukum yang ingin diberlakukan. Pengakuan 

universal dan konfirmasi atas asas-asas kebebasan kontrak dan pacta sunt servanda adalah suatu 

fakta yang diterima
7
. 

 Seperti juga dikemukakan oleh Hans Wehberg bahawa pacta sunt servanda sebagai 

prinsip dasar hukum (general principles of law) ditemukan dalam semua bangsa dan merupakan 

asas dalam kontrak antar negara atau antara negara dengan perusahaan swasta. Kepatuhan 

terhadap kontrak merupakan hal esensial dalam kehidupan sosial dan tidak akan ada hubungan 

ekonomi antara negara dengan perusahaan asing tanpa prinsip pacta sunt servanda.
8
 

 Kontrak atau perjanjian obligatoir merupakan dasar dari banyak kegiatan sehari-hari dan 

bagian dari ekonomi pasar. Dalam masyarakat modern kontrak menyediakan cara-cara bagi para 

individu maupun badan hukum untuk melakukan transaksi seperti penyediaan barang atau jasa 

untuk suatu harga sebagai hal yang pokok. Dalam kehidupan bermasyarakat dunia yang saling 

membutuhkan dan saling tergantung dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang semakin 

berskala global, kontrak merupakan bagian Hukum Perdata yang sangat penting. Lingkupnya 

sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai gaya dan sistem hukum, antara lain sistem common 

law dan sistem civil law. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki paradigm yang khas 
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yang tidak terlepas dari sejarah hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum masing-masing, di 

samping perbedaan geografis. 

Di Indonesia istilah ‘kontrak’ dalam terminologi sehari-hari mengandung arti suatu 

perjanjian tertulis yang menimbulkan pengikatan bagi para pihak. Istilah kontrak ini berasal dari 

bahasa Belanda yang mengambilnya dari kata Latin ‘contractus’. Di Belanda, para pakar hukum 

pada umumnya mempergunakan sebagai sinonim ‘kontrak’ adalah ‘overeenkomst’ atau 

‘persetujuan’. Istilah ini juga dipergunakan untuk kasus-kasus pemberian akibat hukum kepada 

persetujuan kehendak, sehingga kontrak adalah persetujuan yang melahirkan perikatan atau 

persetujuan obligatoir. Dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah ‘verdag’ atau traktat sebagai 

terjemahan contractus, yang hanya dipergunakan untuk melakukan persetujuan-persetujuan 

tertentu berdasarkan hukum Internasional. 

Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua 

pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sementara kata kontrak mempunyai arti lebih sempit, 

karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Wirjono Prodjodikoro 

menggunakan  istilah persetujuan untuk overeenkomst dan menyamakan istilah-istilah perjanjian  

tertentu untuk persetujuan-persetujuan tertentu. Selanjutnya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 

menggunakan istilah perjanjian untuk overeenkomst, sehingg dapat dikatakan bahwa kata 

perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya. 

Di negara-negara dengan sistem common law, definisi yang sederhana dan diakui secara 

luas merumuskan bahwa ‘kontrak’ adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat 

pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memebrikan pemulihan atau menetapkan 

kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya dan karena itu dapat 

dikatakan bahwa suatu kontrak adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan 

berdasarkan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan.
9
 Di negara-negara common law 

tersebut, kontrak tercipta melalui suatu proses yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, 
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yakni pihak yang memberikan penawaran (offerer) dan pihak yang menerima penawaran 

(offeree), yang disusul dengan diterimanya penawaran. Penawaran yang dapat dibuat tertulis, 

lisan aau melalui perbuatan ini adalah pernyataan mengenai kehendak untuk membuat perjanjia 

yang mengikat kepada yang menawarkan segera setelah diterima oleh yang ditawari. Hal yang 

diperlukan adalah bahwa syarat-syarat yang ditawarkan jelas dan penawaran diajukan dengan 

maksud untuk mengikat apabila diterima. 

 Melihat cara penawarannya, kontrak dalam hukum Inggris diklasifikasikan dalam tiga, 

yakni bilateral, unilateral dan formal contracts. Penawaran secara bilateral diberikan dengan 

jalan saling menukar janji-janji dari pihak-pihak, sedangkan penawaran unilateral dilakukan 

sepihak di mana penawaran dari pihak yang menawarkan dapat diterima hanya dengan 

melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan oleh pihak yang menawarkan suatu janji untuk 

berbuat sesuatu. Formal contracts dibuat dengan akta, di mana janji tidak selalu resiprokal baik 

oleh janji maupun oleh suatu perbuatan.
10

 

 Beranjak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu 

persetujuan tertulis dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban hukum secara bersama-sama 

yang dilandasi pada saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang.Hukum 

perjanjian adalah mengenai janji-janji dan persetujuan-persetujuan, namun ruang lingkup dan 

pelaksanaannya serta arti dari persetujuan tidak akan cukup dijelaskan tanpa mempertimbangkan 

perkembangan dari hukum seperti kewajiban dan timbulnya perbaikan-perbaikan kontraktual dan 

teori- teori yang mendasari maksud dari Hukum Perjanjian.
11

 

 Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dimaksudkan dengan ‘perbuatan’ 

adalah ‘perbuatan hukum. Para pakar Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa 

definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut adalah tidak lengkap karena hanya merumuskan 

perjanjian sepihak. Definisi tersebut juga dirasakan sangat luas, karena mencakup perbuatan di 
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dalam bidang hukum keluarga, yang sifatnya berbeda dengan Perjanjian yang diatur dalam 

KUHPerdata Buku III, yang kriterianya dapat dinilai secara materiil.
12

 

 Suatu perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 

Peristiwa ini akan menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakn 

perikatan (verbintenis), yakni hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang 

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. Dalam bentuknya  perjanjian itu berupa suatu rangkaian pernyataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
13

 

 Selanjutnya, Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit, tetapi 

perikatan adalah suatu pengertian abstrak. Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumus 

tentang perikatan. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Vollmar perikatan itu akan 

selalu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat 

dipaksakan terhadap kreditor kalau perlu dengan bantuan hakim.
14

 Menurut Ilmu Pengetahuan 

Hukum Perdata, perikatan memiliki empat unsure, yakni: 

1. Hubungan hukum, yakni yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana hukum 

melekatkan ‘hak’pada satu pihak dan’ kewajiban’ di pihak lainnya; 

2. Kekayaan, yakni criteria perikatan sebagai ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap 

suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan sebagai suatu 

perikatan. Kriteria tersebut pada awalnya dinilai dengan uang, namun dalam 

perkembangannya criteria tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Pada waktu ini, 

sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau 

masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum 

maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu 

perikatan. 

3. Subyek perikatan, yakni pihak-pihak yang berhak prestasi dan pihak yang wajib 

memenuhi prestasi. 
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4. Obyek hukum atau prestasi, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata misalnya dibedakan 

atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
15

 

Selain perjanjian, perikatan juga dapat dilahirkan dari Undang-undang, yaitu dari Undang-

undang yaitu dari Undang-undang semata atau dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan 

orang, yang terakhir dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
16

 

Perikatan yang bersumber dari Undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan 

terjadinta peristiwa tertentu ditetapkan melakukan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Termasuk dalam kategori ini 

antara lain ialah dalam hal meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang 

tersebut beralih kepada ahli warisnya. Dalam perikatan yang bersumber dari Undang-undang 

sebagai akibat perbuatan orang, maka Undang-undang melekatkan akibat hukum berupa 

perikatan terhadap orang tersebut. Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti 

kerugian tersebut. 

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan menurut berbagai cara. Misalnya, perjanjan dapat 

dibedakan berdasarkan subyeknya (seperti kontrak jual beli, sewa, konstruksi, dan sebagainya) 

atau jenisnya (apakah mempunyai bentuk baku atau dinegosiasikan sendiri-sendiri) atau 

berdasarkan nama seperti yang ditetapkan dalam KUHPerdata, yang membedakan perjanjian 

menjadi dua macam, yaitu yang bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama (benoemd) 

adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yaitu diatur dan diberi nama oleh pembentuk 

Undang-undang atau merupakan perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata dan Undang-

undang lain. Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII 

KUHPerdata.
17
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Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) merupakan perjanjian yang timbul, 

tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan 

nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian 

kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Perjanjian ini lahir di dalam 

praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.
18

 

Termasuk dalam perjanjian tidak bernama ini diatur dalam satu ketentuan di KUHPerdata, yaitu 

Pasal 1319 yang menyatakan: 

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan 

 suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab  

  yang lain.” 

Berdasarkan Pasal 1319 tersebut, para pihak yang mengadakan kontrak tidak bernama ini 

tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata dan berbagai peraturan 

yang mengaturnya. Merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus, pada perjanjian tidak 

bernama ini berlaku ‘Lex specialis derogaat lex generalis.’ 
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